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1. Undang-Undang Nomor 13 Ta h u n 1950 tcntang 
Pembentukan Dacrah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan 
Propinsi Djawa Tengah scbagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tah un 1965 tentang Pembentukan 
Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang 
Undang Nomor 13 Tah un 1950 tcnlang Pernbontuk a n 
Daer'ah-Dacra h Kabupatcn dalarn Lingkungan Propinsi .Jawa 
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun l 965 
Nomor 52, Tambahan Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia 
Nomor _ 2757); 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Ha k Asasi 
Manusia (Lernbaran Negara Indonesia Tahun 1999 Nomor 
165, Ta m baha n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3886); 

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 lentang Advokal 
(Lembaran Negara Indonesia Tah un 2003 Nomor 49, 
Tambahan Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 
4288); 

4. Undang-Undang Nomor l 3 Tah un 201 1 ten tang Pcnanganan 
Fakir Miskin (Lcrnbara n Negara Indonesia Tahun 20 l l 
Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia 
Nomor 5235); 

bahwa untuk melaksariakan ketentuan Pasal 22 ayat (3) dan 
Pasal 23 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nornor 4 
Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi 
Masyarakat Miskin di Kabupaten Kendal, maka perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pera tura n Pelaksanaan 
Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2020 
tentang Penyelenggaraan . Bantuan Hukurn bagi Masyarnkat 
Miskin di Kabupaten Kendal; 

BUPATl KENDAL, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Mengingat 

Menimbang 

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL 
NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN 

HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN DI KABUPATEN KENDAL 

TENT ANG 

PROVINSI JAWA TENGAH 
PERATURAN BUPATI KENDAL 

NOMOR ~TAHON 2022 

BUPATI KENDAL 



Pe nerima Baru.uan Hukurn. 

sebagai un sur 
yang rnerrurn pm 

yang mcnjadi 

2. Pcmerintah Daerah adalah Bupati 
penyelenggara Perncrintahan Daerah 
pelaksanaan urusan pemerintahan 
kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Kendal. 
4. Bantuan Hukum ada la h jasa hukum yang diberikan olch 

Pembcri Bantuan Hukurn sccara curna-curna kcpada 

Dalam Peraturan Bupati in i , yang dimaksud dcngan : 
1. Daerah adalah Kabupatcn Kendal. 

Pasal 1 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOf< 4 
TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGAl~AAN lJANTUAN 
I--IUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN DI KADUPATEN 
KENDAL. 

MEMUTUSKAN: 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten Lang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana tclah diubah 
bcberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor I 
Tahun 2022 tentang Hubungan Kcuangan antara 
Pemerintah Pusat dan Pemcrintahan Daerah (Lcrnbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

6. Pera turan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 lcntang 
Penctapan mulai bcrlakunya Undang-Undang l 950 Nornor 
12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pcrnbcntukan Dacrah-ducrah 
Ka bu paten di .Jawa Timur /Tengah/ Baral dan Dacrah 
Is timewa Y ogyakarta; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tcnt.ang 
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat ll Semarang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun l 976 Nomor 
25, Tarnbahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 
3079); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 ten tang Syara t 
dan Tata Cara Pernberian Bantuan Hukum dan Penyaluran 
Dana Bantuan Hukum (Lcmbaran Negara l<cpublik 
Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tarnbahan Lcmbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5421 ); 

9. Pcraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2020 
tcntang Pcnyelcnggaraan Bantuan Hukurn bagi Masyarakat 
Miskin di Kabupatcn Kendal (Lcmbaran Daerah Kabupa tcn 
Kendal Tahun 2020 Nomor 4, Ta rn ba ha n Lernbar an Dacrah 
Kabupaten Kendal Nomor 20 l); 
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Menetapkan 



(l) Maksud ditctapkannya Peratura n Bupati ini adalah 
sebagai pedoman penyclenggaraan Ba n t.ua n I !ukum 
bagi Masyarakat Miskin di Dacrah yang terkcna pcrkara 
pida na , perdata, dan tata usaha Negara. 

(2) Tujuan ditetapkannya Pcraturan Bupati ini adala h 
untuk mcrnbcr ika n kcpa st ia n hukum clala m 
pcnyclcnggaraan Bantua n Hukum bagi Ma sva ra kat 
Miskin di Dacrah yang terkcna pcrkara pid aria, pcrdata , 
dan tata usaha Negara. 

Pasal 2 

BAB II 
MAKSUD DAN TUJUJ\N 

5. Pemberi Bantuan Hu ku m adalah lembaga bantua n hukum 
atau organisasi kcmasyarakatan yang mcmbcri lavanan 
Bant.uan Hukum bcrdasarka n Undang-Undang Nomor 1 f) 

Tahun 2011 ten tang Bantuan Hukurn. 
6. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kclompok 

orang miskin. 
7. Masyarakat Miskin adalah orang yang sarna sckali tidak 

rnempunyai surnber mata pencaharian dan/atau 
mempunyai sumber rnata pcncaharian tetapi tidak 
mcmpunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar 
yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau kcluarganya. 

8. Advokat adalah orang yang berprofesi mernbcri ja sa 
hukum, baik di dalam maupun di luar pcngadilan yang 
memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang 
Undang Nomor 18 Tahun 2003 ten tang Advokat. 

9. Pcrkara adalah masalah hukum yang per lu d isclcsaikan. 
10. Litigasi adalah proses penanganan Pcrkara hukum yang 

dilakukan melalui jalu r pcngadilan untuk 
mcnyelesaikannya. 

11. Non Litigasi adalah proses penanganan Perka ra h u k urn 
yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk 
menyelesaikannya. 

12. Vcrifikasi adalah pemcriksaaan atas kcbcnaran laporan, 
pcrnyataan dan dokumcn yang disera hka n olch Pcmbcri 
Ba ntuan Hukum. 

13. Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pernberi Bantuan 
Hukum yang diberikan oleh paruua verifikasi dan 
akreditasi setalah dinilai bahwa Pemberi Bantuan Hukum 
tcrsebut layak urituk membcrikan bantuan hukum. 

14. J\nggaran Ban t.uan Hukurn ada la h a loka si /\nggaran 
Pcnyelenggaraan Ban tuari Hukurn kepada Pcmbcri 
Bantuan Hukum yang lulus Verifikasi dan AkrediLasi yang 
ditetapkan oleh Mcn teri sebagai acuan pclaksanaan 
Bantuan Hukum. 
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(1) Pcncrirna Ba n tua n l l u k urn dalam pcrkara pidaria 
scbagaima na dirnaksud dalarn Pasal 4 ayat (2) huruf a 
terd iri dari : 
a. tersangka; dan/ a tau 
b. terdakwa. 

(2) Pemberi Bantuan Hukurn dalam rncrnbcrikan Bantuan 
Hukum untuk Pcrkara pidana dimulai dari ta ha pan : 
a. pcnyidikan; 
b. penuntutan dan pcrncriksaan di sidang 

pcngadilan; dan 
c. upaya hukum. 

(3) I3ant:uan Hukum scbagaimana di mak sud pada avat (2). 
mcliputi : 
a. mcrnbuat surat kuasa; 
b. mclakukan gclar Pcrkara unt uk rncndapatkan 

ma sukan; 

13agian Kcd ua 
Perkara Pidana 

Pasal 5 

( 1) Pembcrian bantuan hukum bagi ma sva rakat misk in 
sccara Litigasi dapat dilakukan olch advokat dn la m 
lingkup pembcri barituan hukum yang Lelah lulus 
verifikasi dan akrcditasi scsuai kctcnt.ua n pcraturan 
perundang-undangan. 

(2) Pemberian bantuan hukum bagi masyarakat m iskin 
seca ra Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (I), 
rncliputi perkara : 
a. pidana; 
b. pcrda ta; dan/at.au 
c. tata usaha ncgara. 

Pasal 4 

Bagian Kcsatu 
Umum 

BAB IV 
BANTUAN HUKUM LITIGASI 

Ruang lingkup Pera tu ran Bupat.i ini mcliputi : 
a. bantuan hukurn litigasi; 
b. barituan hukum non litigasi; 
c. pcngalokasian anggaran bant.uan h u k urn ; 
d. pcnyaluran anggaran bant.uan hukum; 
e. pclaporan; dan 
f. sanksi administratif. 

Pasal 3 

BAB Ill 
RUANG LINGKUP 
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(l) Bantuan Hukum yang dibcrikan kc pad a pcnggug<1t 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, mcliputi: 
a. membuat surat kua sa; 
b. gelar Perkara di lingkungan Pcmberi Bantua n 

Hukum; 
c. membuat surat gugatan; 
d. memeriksa scluruh kelcngkapan dokumen yang 

berkenaan dengan proses persidangan di pcngadilan; 
e. mendaftarkan gugatan ke Perigadilan Ncgcri; 
I. mendampingi dan mewakili Penerima Ba n t.ua n 

Hukum pada saat mediasi; 
g. mendampingi dan mcwakili Penerima Barn uan 

Hukum pad a saat pcmcriksaan di sidang pcngadilan; 
h. mcnyia pkan alat bukti dan mcnghadirkan sa k si , 

dan/atau a h li; 
1. mcmbuat replik dan kesimpulan; dan z atau 
J. menyiapkan memori banding/kont.ra mernori banrling 

dan memori kasasi/ kon tra mcmori ka sa si . 
(2) Bantuan Hukum yang diberikan kepada tcrgugat 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 h ur uf b, 
meliputi: 
a. mcmbuat. surat k ua sa; 
b. gclar Per kara di lingkungan Pcmbcri Banluan 

Hukum; 

Pasal 7 

Perierima Bantuan Hukurn dalam Perkara pcrda ta 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b tcrdiri 
atas : 
a. penggugat; atau 
b. tergugat. 

Pasal 6 

Bagian Ketiga 
Pcrkara Pcrd a ta 

g. melak ukan upaya hukum banding dan kasasi 
scsuai dcngan pcrminlaan Pcncrima Barn.uan 
Hukum; dan/ a tau 

h. mcmbuat dokumen lain yang diperlukan. 

gun a c. membuat ckscpsi, pledoi dan duplik 
kcpentingan Perierima Bantuan Hukum; 

f. menghadirkan saksi dan/atau ahli; 

c. mcmcriksa dan membuat scluruh kclcngkapan 
dokurnen yang bcrkenaan dcngan proses pcnyidikan , 
penuntutan, dan/atau pcmer iksaan di sidang 
pengadilan; 

d. melakukan pendampingan pada tahap pcnyidikan, 
penuntutan, dan/atau pemcriksaan di sidang 
pcngadilan; 



( 1) Pemberian bantuan h u k u rn bagi masyarakal miskin 
secara Non Litigasi dapat dilakukan o le h advokat, 
paralegal, dosen, dan/atau mahasiswa fakulta s hukum 
yang telah divcrifikasi dan tcra krcd it a si scsua: 
kctcru.uan peraturan pcrundang-unclangan. 

(2) Pemberian ba nt.uan hukum bagi rnasvarakm rniskin 
secara Non Litigasi scbagaimana dimaksud pada avai 
(1) diberikan dalam bentuk: 
a. penyuluhan hukum; 
b. konsultasi hukum; 

Pasal 9 

BAB V 
BANTUAN HUKUM NON LITJGASI 

ncgc1 rn 
h u r uf c 

Banluan Hukum dalam Perkara L8.La u sa ha 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) 
diberikan kepada penggugat yang mcliputi : 
a. membuat surat kuasa; 
b. gelar Perkara di lingkungan Pcmberi Ba nt.ua n Hukum; 
c. memeriksa seluruh kclengkapan dok'urncn yang 

bcrkenaan dengan proses pcrsidangan di pcngadilan; 
d. membuat surat gugatan; 
e. mendaftarkan gugatan kc Pengadilan Tat.a Usaha Negara; 
f. mendampingi dan/atau mewakili dalam proses dismissal 

(pemeriksaan pcrsiapan), mcdiasi, dan pcmcriksaan 
per sidangan di Pengadilan Tata Usa ha Negara; 

g. menyiapkan alat bukti dan mcnghadirkan sa ksi , 
dan/ a tau ahli; 

h. mcmbuat rcplik dan kesimpulan; dan/atau 
1. menyiapkan mcmori banding/kontra mcmori banding clan 

memori kasasi/ kontra memori kasa si. 

Bagian Kecrn pat 
Perkara Tata Usaha Negara 

Pasal 8 

van a J b 

di 
kelengkapan dokumcn 

proses pcr sidanga n 
seluruh 

dengan 
memeriksa 
berkenaan 
pengadilan; 

d. rnernbuat jawaban ata s gugatan, c!uplik, clan 
kesimpulan; 

e. mcndampingi dan mewakili Pcncrima Bantua n 
Hukum pada saat mediasi; 

f. mendampingi dan mewakili Pencrima Ba n t uan 
Hukum pada saal perncriksaan di sidang 
pengadilan; 

g. menyiapkan alat bukti dan mcnghadirkan saksi , 
dan/atau a hli; dan/atau 

h. mcnyiapkan mcmori banding/kontra memori 
banding dan mcmori kasasi/konlra mcmori ka sa si. 

c. 



(1) Besa.ra n anggaran bantuan hukum bagi rna sya ra ka t 
miskin sccara Lit iga si scbagaimana dimaksud dalarn 
Pasal 4, dite tapka n scbcsar l~p5.000.000,00 (lima ju ta 
rupiah) untuk setiap Perkara yang telah berkekuatan 
hukum tetap. 

(2) Besaran anggaran barituan hukum bagi rna syaraka t 
miskin sccara Non Litigasi scbagaim;-rn;i d i mn k s ur] 
dalam Pasal 9, untuk sct.iap Pcrk ara y kcguu a n, 
ditetapkan scbagai bcr iku t : 
a. pcnyuluhan hukum sebcsar Rp 3.000.000,00 (tiga 

juta rupiah); 
b. kon sultasi hukum sebcsar Rpl40.000,00 (sen-Hus 

empat puluh ribu rupiah); 
c. investigasi Perkara scbcsar Rp 290.000,00 (dua nit us 

sembilan puluh ribu rupiah); 
d. perielitian hukum sebcsar Rp 2.500.000,00 (dua jut a 

lima ratus ribu rupiah); 
e. mcdiasi sebcsar Rp 500.000,00 (lirna rat.us ri hu 

rupiah); 
f. ncgosiasi scbcsar Rp 500.000,00 (lirna rat.us ribu 

rupiah); 
g. pcrnberdayaan masyarakat sebcsar Rp 2.000.000,00 

(dua juta rupiah); 

Pa sal 12 

bagi 
da la m 
scsua: 

dan 

Pengalokasian anggaran ba n t.uan hukum 
masyarakal miskin d ilaksaria kan sct.iap ta h u n 
Anggaran Pendapatan da n Bcla nja Dacra h 
ketentuan pcraturan pcrundang-undangan 
kemampuan kcuangan dacrah. 

(2) Pengalokasian anggaran bantuan hukum bagi 
masyarakat mis kin scbagaimana dirnaksud pada ayai 
(1), tercanrurn dalam Dokumcn Pelaksanaan Anggaran 
Bagian Hukum Sekretariat Daerah. 

( ] ) 

BAB VI 
PENGALOK.ASIAN ANGGARAN BANTUAN HUKUM 

Pasal 11 

Pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin scca ra 
Non Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), 
tidak dapat dilakukan untuk Bantuan Hu kurn sccara Lit.iga si 
tcrhada p kasus atau Penerirna Bantuan Hukum yang sa ma. 

Pasal l O 

c. investigasi Perkara , baik sccara clcktroriik rnaupun 
non elektronik; 

d. pcnelitian hukurn; 
e. mcdiasi; 
f. negosiasi; 
g. pemberdayaan masyarakat; 
h. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau 
1. drafting dokumcn hukum. 
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Pasal 13 
(1) Pemberi bantuan hukum mengajukan pormohorian 

anggaran baru.uan hukum bagi ma syarakat miskin 
secara tcrt:ulis kepada 13upati mclalui f3agian I luk urn 
SekretariaL Daerah. 

(2) Permohonan anggaran bantuan hukum bagi 
masyarakat miskin sebagaimana dimak sud pada ayat 
( 1), dilcngkapi dengan mcla mpir ka n pcr syarat.an scbagai 
berikut : 
a. surat permohonan anggaran bantuan hukurn; 
b. bukti berbadan hukum kantor Pemberi Barituan 

Hukum; 
c. scr tifikat akrcditasi Pembcri Ba nr.ua n !-lukum; 
d. str ukt.ur organisasi Pcmbcri Ba n t.ua n Hukum; 
e. surat keterangan domisili Pemberi Ba n tua n l-l u k urn ; 
f. Ioto kopi Buku Rekcning Pembcri Ban t.ua n l l uk urn; 
g. foto kopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pembcri 

Bantuan Hukum; 
h. surat kuasa Pimpinan/Dircktur Pcm bcri Barn.uan 

1-Iukum kepada advoka t yang rncndampingi 
Penerima Bantuan Hukum dcngan mcterai cukup; 

1- surat pcrnyataan bahwa Pcmbcri Baru.uan Hukum 
tidak mendapatkan anggaran Bantuan Hukurn dari 
Anggaran Pcndapatan dan Bclanja Negara dan/atau 
Anggaran Pendapat:an dan Belanja Daer ah Provi n si 
dalam Pcrkara/kasus yang sama dengan mctcrai 
cukup; 

J. surat keterangan rniskin Pcnerima Bant:uan Hukum 
dari Pejabat yang bcrwcnang; 

k. Iotokopi permohonan d ari Pcmohon Barn.uan 
1-Iukum; 

1. surat pcrset.ujuan dari Pcrnbcri Ba nt uan Hukum 
alas permohonan Pemohon Barituan I lukum; dan 

m. Iot.o kopi Kart u Tarida Penduduk/karlu kcluarga 
Pcncr irna Ba ntuan Hukum. 

(3) Dalam hat Pemohon Banruan Hukum t.ida k mcmiliki 
Surat Keterangan Miskin sebagaimana dirnaksud pada 
ayat (2) huruf j, Pcmohon Ba n tua n Hukum 
menggunakan kartu Indonesia schat, ban tuan pangan 
non tunai , kartu pcscrta program kcluarga harapa n 
atau dokurncn lain scbagai pengganti Surat. Kcrcrarigan 
Miskin. 

Bagian Kc sa tu 
Permohonan Anggaran Bantuan Hukum 

BAB V1I 
PENYALURAN ANGGARAN BANTUAN I-IUKUM 

h. pcndampingan di Iua r pcrigad ila n scbcsar 1-<r 
500.000,00 (lima ratus ribu ru piah); a tau 

1. drafting dokumen hukum sebesar Rp 500.000,00 
(lima ratus ribu rupiah). 

8 



Untuk pcrmohonan anggaran ban tua n hukum hagi 
ma syara ka t rniskin sccara Non Litigasi, sclain har u s 
mernenuhi persyaratan scbagaimaria dirnaksud dalarn Pasal 
13 ayat (2), juga mclampirkan bukt.i pclaksariaan kcgiatan 
pcrnbcrian ban tua n hukum bagi rnasyaraka t mi sk in scccirn 
Non Litiga si yang disc sunika n dcngan jcn is kcgiat an ~·c111g 

tclah ditentukan. 

Pa.SHI 15 

(1) Untuk permohonan anggaran ban tuan hukum bagi 
masyarakat miskin sccara l.itigasi, sclain harus 
mcmcnuhi pcrsyaratan scbagairnana d ima k sud dalam 
Pasal 13 ayat (2), juga mclampirkan buk i i sch:1gai 
berikut.: 
a. untuk Pcrkara pidana, mclampirkan bukti 

1. dakwaan; 
2. tuntutan; 
3. pledoi; 
4. putusan Lingkat: pertama; 
5. mcmori/kontra mcrnori banding; 
6. putusan Lingkat. banding; 
7. mcmori/konlra mcmori ka sa si: clan 
8. putusan Mahkamah /\gung. 

b. untuk Perkara perdata, mclampirkan 
1. pcrdaftaran gugatan; 
2. ja wa ba n ; 
3. rcplik/duplik; 
4. putusan tingkat pcrtarna; 
5. memori/Kontra Mcmori; 
6. Putusan Tingkat Banding; 
7. Memori/ Koutra Memori Kasasi; dan 
8. P-utusan Mahkamah /\gung. 

c. untuk Perkara tata usa ha negara, rnelarnpirkan 
bukti : 
1. gugatan bcrsih; 
2. Rcplik; 
3. Putusan Tingkat Pcrtama; 

4. Memori/Kontra Mcmori; 
5. Putu san Tingkat Banding: 
6. Mcmori/Kontra Mcmori Ka sa si; dan 
7. Putusan Mahkamah /\gung. 

(2) Larnpiran pcrmohonan scbagaimana dirna ksud pada 
ayat (1) discsuaikan pada setiap tingkatan put u sa n 
pengadilan yang Lelah berkekuatan hukum tcta p. 

Pasal 14 
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(]) Dalam hal Pernberi Ba n t uan Hukum tcla h mcncri ma 
Dana Barituan Hukum bagi Masyarakal Miskin scca ra 
Litigasi , Pcmbcri Ba ntuan Hukum tidak dapat 
mengajukan lagi pcrrnohonan Dana Ban i.uari Hukurn 
bagi Masyarakat Miskin secara Non Li tigasi un tu k 
Penerima Bantuan Hukum yang sama. 

Pasal 1.8 

(J) Pcncaira n Dana Ban t ua n llukum bagi Masvarnk at 
Mis kin sccara Li tigasi atau sccara Non Li I igasi 
dilaku kan melalui transfer kc re ken i ng Pcm bcr i 
Bantuan Hukum setelah memenuhi pcrsyaratan yang 
ditentukan. 

(2) Pcncairan Dana Bantuan Hukurn bagi Ma sya ra kat 
Miskin scca ra Litigasi scbagai ma na dimaksud pada nvn t 
(.l), d ilakukan setclah Pcrka ra yang ditangani Pember: 
Barituan Hukum mempunyai kckuatan hukum tctap. 

(3) Pencaira.n Dana Bant uan Hukum bagi Ma syarakat 
Miskin secara Non Litigasi scbagairnana dirnak sud pada 
ayat ( l), dilakukan sctclah kcgiata n scksni 
dilak sariakan. 

Pa sal 17 

(J) Pembcri Bantuan Hukurn mengajukan pcrrnohonan 
pcncairan Dana 13antuan Hukurn bagi Masyarakat 
Miskin kcpada Bupati rnclalui Bagia n I l u k u m 
Sekretariat Dacrah dcngan dilampiri dokumcn 
persyaratan sebagairnana dirnaksud dalam Pa sal 1] dan 
Pasal 14. 

(2) Bagian Hukum Sckretar ia t Dacra h mcrncrik sa dan 
rnclakukan vcrifikasi kclcngka pan bcrka s pcngajuan 
pcrrnohonan pcncai ran da na scbaga i ma nn di ma k st rd 
pada ayat ( ! ). 

(3) Bagian Hukurn Sckrctariat: Dacrah mcmbcritahukan 
hasil pemeriksaan dan vcrifikasi kclcngkapan bcr kas 
scbagaimana dimaksud pada ayat (2) kcpada Pcrnbcri 
Bantuan Hukurn d alarn ja ngk a wakt.u paling la ma 111 
(empat belas) hari kerja tcrhitung scjak bcrka s 
pengajuan diterirna. 

(4) Dalarn hal pcngajuan Dana Bantuan 1-lukum bagi 
Masyarakat Miskin belum merncnuhi pcrsyara tan 
bcrdasarkan hasil pcrncrik saan dan vcrifikasi 
scbagairnana dimak sud pada aya t (2), bcrka s pcrigajuan 
dikcrnbalikan kcpada Pember: Ban tua n l l u k u m uru uk 
dilengkapi. 

Pasal 16 

Bagian Kcdua 
Tata Cara Pcnyaluran Dana Barituan l l u k urn 



( 1) Tcguran tcrt ulis scbagairnana d irna k sud dalarn l\1s,1I 20 
ayal (2) huruf a, d ila k sa na kan scbanya k 3 (tiga) kali 
berturut-turut., masing-masing dalam jangka wa k t u 7 
(tujuh) hari kalcnder. 

Pasal 2 l 

(1) Pemberi Bantuan Hukum yang mclanggar kctcntuan 
sebagaimana dimaksud da lam Pasal 17 dapat dibcrika n 
sanksi administratif. 

(2) Sanksi adrninstrat if scbagairna na dimaksud pada aya t 
(I), bcrupa : 
a. Lcguran tcr tulis; dan Zatau 
b. harus mengembalikan scmua banluan daria .vang 

telah ditcrima. 

Pasal 20 

13Af3 IX 
SANKS! J\DMINISTJ~J\TIF 

(1) Pember: 13antuan Hukum waj ib mcnyampaikan la po ra n 
hasil pclaksariaan kcgiatan pcmbcrian Baru uan I l uk urn 
bagi Masyarakat Miskin kcpada Gupati mclului T3agi,111 
Hukum Sckretariat Oaerah pada sctiap akhir tahun 
anggaran berjalan atau scwaktu-waktu apabila dirninta 
oleh Pemerintah Daerah. 

(2) Laporan scbagaimana dimaksud pada aya t ( 1), rncliput.i: 
a. jcnis Pcrkara yang dita ngani; 
b. jumlah Perkara yang ditangani; dan/atau 
c. perkembangan kemajuan penanganan Pcrkara. 

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada aya t (I), 
merupakan bcnt.uk pcrtanggurigjawaba n kcgiata n dan 
kincrja. 

Pasal 19 

13/\11 VIII 
PELA PO RAN 

(2) Dalam hal kegiatan pcmbcrian Bantuan l-l ukurn bc-1gi 
Masyarakat Miskin sccara Non Litigasi bcralih mcnjadi 
kcgiatan pernber ia n Ban tuan Hukum bagi Ma syarakat 
Miskin sccara I.itigasi, maka pcrnbayaran D,111a 
Ba n tuan Hukurn ha nya dibcrikn n pada kcg1atc1n 
pcmbcrian Bantuan l·lukum bagi Masyarakat Mi s k i n 
sec a ra Li Ligas i, 

(3) Dalam ha! Dana Bantuan Hukum bagi Masyarakat 
Miskin sccara Non Litigasi Lelah dibayarkan kcpada 
Pemberi Bantuan Hukum dan kcgiatan pcrnbcrian 
Bantuan Hukurn bagi Masyarakat Miskin sccara Non 
Litigasi menjadi Bantuan Hukum sccara litigasi, Dana 
Bantuan Hukurn bagi Masyarakat Miskin sccara Non 
Litigasi yang tclah dibayarkan, dipcrhitungkan scbagai 
faktor pengurang. 

I 1 



BERrTA D/\ERAH KABUPATEN KENDAL TAI-JUN if?~.?:-?-NOMOR .. ~~ 

0 

Diundangkan di Kendal 
pada tanggal \ L\ )..tli ~02.2. 

Pj.SEKRETARIS DAERAH 
K.J\BUP/\TE l<l~ND/\L, 

WlNDU SlJ}(O R/\SUKl 

Ditctapkan di Kendal 
pada tanggal Ii\ Juli .:io 22. 

Pih. BUP/\TI KENDAL, 
W/\KIL BUPATI ---- 

Pera tura n Bupa ti 1111 mulai bcrlaku pada i anggal 
diuridangka n. 

/\gar sctiap orang mcrigctah ui nya , mcmcri n ta h 1«_111 

pcngundangan Pera tu ran Bupati ini dcnga n pen cm pa La nnva 
dalam Bcri ta Daerah Kabupate n Kendal. 

13/\B X 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 22 

(2) Dalam ha! tcguran tcrt ulis scbagairnana dirnak sud pada 
ayat (1) tidak dilaksanakan olch Pcrnbr ri l Ia n t ua n 
Hukum, rna ka : 
a. Pcmbcri Bantuan Hukum tidak da pat rncngajuka n 

pcrmohonan Dana Ban tua n l l ukurn bagi 
Masyarakat Miskin sclama I (satu) ta h un anggaran; 
dan 

b. Pemberi Bantuan Hukum dilaporkan kcpada pcja bat 
yang berwenang melakukan akrcditasi. 
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